Menimbang

Mengingat

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana di Kabupaten Pandeglang;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);



5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN

BENCANA DI KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD
adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan
bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat
RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam
keadaan darurat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah
mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi
peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yangdiberlakukan
dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana
yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir,
sedangkan  gangguan  kehidupan dan  penghidupan  sekelompok
orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang
disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana,
dan bagaimana cara penanganan bencana.

Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja
berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
sarana dan prasarana.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi
sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana, untuk
mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang
bertugas melakukan penanganan darurat bencana secara langsung di lokasi
bencana

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
Pasal 2
RPKB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL KABUPATEN PANDEGLANG

BAB III PROFIL RISIKO BENCANA KABUPATEN PANDEGLANG
BAB IV PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB V PERENCANAAN OPERASIONAL

BAB VI PERENCANAAN DUKUNGAN ANGGARAN DAN PERALATAN
BAB VII KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
BAB VIII RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IX PENUTUP

BAB X DAFTAR LAMPIRAN

RPKB Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam
kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, lembaga
vertikal di Daerah, organisasi non Pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain
yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten
Pandeglang.

Pasal 4

Perubahan RPKB dapat dilakukan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun
atau apabila terjadi bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI PANDEGLANG,
Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/Ttd

PERY HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,
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